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BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR / y TAHUN 2004 

TENTANG 

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA - ' 

PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI 

KABUPATENBANYUMAS 

BUPATI '5ANYUMAS1 

◄IAeJlimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 Peraturan Oaerah 

Kabupaten Banyumas Nq>mor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan, 

,Mengingat 

1 

Susunan Organisasi danl Tatakerja Kantor Pelayanan Perizinan dan 

lnvestasi Kabupaten Ba~yumas dan sebagai pedoman operasional 

Kantor, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tugas 

Pokok, · Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Kantor 

Pelayanan Perizinan dan lnvestasi Kabupaten Banyumas. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor ~37); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3952); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangk~t Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 165); 



.. , 

5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKBIM.PAN/4/2003, Nomor 17 

T ahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 T shun 2003 tentang 

wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembementian; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 T ahun 2004 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor 

Pelayanan Perizinan dan lnvestasi Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 14 

Seri D). 

MEMUTUSKAN: 

-.,enetapkan j,l:RATUAAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, 

U~I_AN TUGAS JA~AtAN_ DAN TATAKERJA PADA KANTOR 

PELAYANAN PER~NAN DAN INVl:STASI KABUPATEN 

BA'11YUMAS. 

BA~I 

KETENruAN uf.\uM 
paJ11 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud di ngan : 

L Daerah adalah Daerah kabupaten Banyumas; 

l Pemerintah Dae~h adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas; 

:. Bupati adalah Bupati l:Jenyumas; 

j_ Kantor adalah Kantor PelayElnan PE!rizihl:ln d~n lrivestasi Kabupaten Banyumas; 

~- Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan 111vestasi yang selanjutnya disebut dengan 

Kepala KPPI adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan lnvestasi Kabupaten 

Banyumas; 

f. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang memiliki wilayah 

kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. 

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian 

tugas Kantor Pelayanan Perizinan dan lnvestasi yang wilayah kerjanya dapat meliputi 

lebih dari satu kecamatan. 
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j8b8tan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

~ ~nang dan hak seorang P8Q8Wai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang 

d81am pelaksanaan tugasnya d~n pada keahlian dan atau keterampilan 

tertentu serta berSifat mandiri. 

Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugaa, tanggung 

jSW&b, wewenang dan hak secnng dalam utuan organilasi yang dalam 

pe1a1<sanaan tugasnya didaaarkan pada keahtian dan atau ketrampilan tertentu aena 

dalam melaksanakan tugaanya mendalar1<an perintahlpetunjuk dan 

t,ertanggungjawab kepada atasan. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Paa12 

11) Susunan organisasi Kantor terdiri dari : 

a. Kepala KPPI; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pelayanan I; 

d. Seksi Pelayanan II; 

e. Seksi lnvestasi; 

f. UPT; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2) Bagan susunan organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB Ill 

TUG.AS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Pertama 

Kepala KPPI 

Pasal3 

1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok mengelola pelayanan perizinan dan investasi 

pada Pemerintah Daerah guns peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan 

bidang perizjnan dan pengembangan investasi di Daerah. 
2) Nama jenis perizinan yang dikelola oleh Kepala KPPI dan pejabat yang 

menandatangani Keputusannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tak terpisahkan da1 Peraturan ini. 

P,...14 

~ntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala 

<Pp1 mempunyai fungsi: 
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perumusan kebijakan teknis di bidang investasi dan pelayanan perizinan: 
1 penyusunan rencana dan program kerja Kantor: 
• 
·. penyelenggaraan kegiatan di bidang investali dan petayanan perizJnan; 

• peiaksanaan kebijakan teknia, pemberian blmbingan, pembinun, pengawaun dan 

i 
8
¥91uasi di bidang inveataai dan pelayanan perizlnan; 

petaksanaan koordinaai dengan lnatanai pemerintah dan awaata: ,, 

1 
petaksanaan urusan ketatauaahaan dan kerumlhtanggaan Kaotor; 

pemblnaan terhadap UPT dalam llngkup tugaanya; 
; 
n pe&aksanaan tugu-tugaa lain yang diberikan oleh Bupatl. 

P11115 

-" tugaS Kepala KPPI adalah aebagai t,erikut : 

1 menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan perizlnan dan inveatasi 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menetapkan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Kantor Pelayanan 

Perizinan dan lnvestasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. rnengorganisasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan investasi guns 

optimalisasi pelayanan; 

e. rnengorganisasikan pemberian bim~ingan, pembinaan, pengawasan pelayansn 

perizinan dan investasi guna optimalisasi pelayanan; 

I. mengorganisasikan langkah-langkah inovasi dalam rangka menumbuhkan iklim 

usaha di bidang investasi; 

g: mengoreksi ulang persyaratan administrasi permohonan izin dan menandatangani 

~ pengesahan Serita Acara Pemeriksaan yang dilali.sanakan Tim Pemeriksa Pe,~nan 

serta Keputusan tentang pemberian izin sesuai dengan kewenangannya guns 

memberikan legalisasi; 

Ji. mengkoordinasikan penelitian persyaratan administrasi dan penyiapan rancangan 

Keputusan Bupati tentang pemberian izin yang membutuhkan rekomendasi dari 

beberapa unit kerja guns terciptanya ~fektivitas dan efisiensi pelayanan; 

,1. merekomendasikan pemberian izin tertentu sebagai bahan pertimbangan penetapan 

izin oleh Bupati guns memberikan keA9stian hukum; 

.i. mengkoordinasikan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan Surat 

Keputusan tentang pemberian izin tertentu yang telah mendapat rekomendasi dari 

beberapa unit kerja guns terciptanya efektivitas dan efisiensi pelayansn; 

k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas ~han sebagai bahan evaluasi; 

membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

etisiensi pelaksanaan tugas; 
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,riengorganisasikan kegiatan inventariaasi, pendataan dan pemutakhiran dat8 

~ perilinan dan investasi guna optimaliaasi petayanan informasi dan perumusan 

ketJijakan; 
,nemberikan infonnasi kebijakan umum petayanan perizinan dan inveetasi guna 

~ 
f1180ingkatkan pemahaman maayarakat; 

,nelakS3n&kan koordinaai dalam unit kerja, antar unit kef)a, dengan irWtansi 
0 

pemerintah lainnya dan lembaga maayarakat danlatau muyarakat ler'kait baik 

secar1I tonnal maupun informal guna terc:apainya linkronisni pelakaanaan tugas; 

1118ngendalikan uruaan ketatauaahaan guna menunjang kinerja Kantor; 
p • 

,nengorganiaasikan pembinaan, ~berian bimbingan dan pengawasan tekms 
Q 

tunQSion81 kepada UPT dan atau Camat dalam melakaanakan tugas yang 

dilimpahkan dalam lingkup tugasnya; 

r ~n kegiatan Kantor sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

s. ,nelaksanakan tugaa lain yang diberikan oteh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya 

guna tercapainya tujuan organisasi. 

Baglan Kedua 

Sub Bag Tata Usaha 

Pasal& 

Sib Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan umum, rumah 

tr,gga, pef'lengkapan, keuangan dan kepegawaian dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas Kantor. 

Pasa17 

lkaian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut : 

a mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian di lingkup Bagian 

Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

memperoleh kesatuan pendapat; 

d. Rlengarahkan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 

keprotol(o1an, administrasi kepegawaian, per1engkapan dan kerumahtanggaan 

Kantor, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan 

gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk 

mengetahui permasaJahan yang terjadi; 

e. IYlenyampaikan informasi kebijakan strategis Kantor kepada pihak yang 

berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis; 

\ 
\ 
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1118nettti rencana kebutuhan barang Kantor, rencana mekanisme kerja dan tata ruang 

t l(BntOf serta rencana anggaran agar terwujudnya sinkronisasi; 

,nemberikan petunjuk penyusunan perencanaan be8erta anggarannya kepada 

~ pimpinan kegiatan agar dapat memberi bahan uaulan perencanaan kegiatan yang 

~-

sesuai; 
,nengkoordinasikan penyelenggaraan penyuaunan dan penelitian dokumen 

perencanaan dan pelaporan tennaaijk di dalamnya Akuntabilitaa Kinerja lnatansi 

pemerintahllaporan Akuntabilitas Kil')8rja lnstansi Pemerintah (AKJP/LAKIP) aerta 

monitoring dan evaluasi kegiatan Kantor untuk mengetahui kesesuaian dengan 

program Kantor dan standar indeks biaya; 

L ,nelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan 

o,ganisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengen program kerja; 

i ,nemeriksa hasil peleksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang bertaku agar diperoleh hasil kerja yang benar den akurat; 

k. memberikan bimbingan den penilaien kinerja bawahan guns meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

L melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Bag if n Ketiga 

Seksi Pelayanan I 

Pasal8 

Kepala Seksi Pelayanan I mempunyai tugas pokok mengelola pelayanan pennohonan 

18izinan dan investasi kepada para pemohon izin dan calon investor dibidang 

lliWMisata, kebudayaan, kebinamargaan, tenaga kerja, pengairan, pertambangan dan 

energi, pendidiken, kesehatan den kesejahteraan sosial dalam kemudahan peleyanen 

~nan. 

Pasal9 

UJ8ian T ugas Kepala Seksi Pelayanan I sebagai berikut : 

a membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan perizinen dan investasi dibidang 

i>ariwisata, kebudayaan, kebinamargaan, tenaga kerja, pengairan, pertambangan 

dan energi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagai bahan 

P8rtimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 

b. rnembuat rencana, program kerja dafl jadwal kegiatan Seksi Pelayanan I sebagai 

Pedoman pelaksanaan tugas; 
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,oenjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pe&aksanaan 

111935; 

n,enyelenggarakan pelayanan perizinan dan inY9ltali dibidanQ pariwisata, 

i kel)Udayaan, kebinamargaan, tenaga kerja, pengairan, pertambangan dan energi, 

peodidikan, kesehatan dan kesejahteraan IOlial guna optimalilNi pe&ayanan 

penzinan dan investasi; 

,nemeriksa hasil pelaksanaan tugaa ~ sebagai bahan eveluaai; 
e. 

,nembimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efiSienSi pelaksanaan tugas; 

9 
rneneliti kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis pemberian lzin yang 

n,emt,utuhkan rekomendasi dari unit kerja lainnya untuk mengetahui ke1e1uaian 

d8l,g8l1 persyaratan yang ber1aku guns tercapainya efektivitas dan efisensi 

pe1ayanan perizinan; 

~ menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

pe1ayanan perizinan dan investasi dibidang pariwisata, kebudayaan, kebinamargaan, 

tenaQ8 kerja, pengairan, pertambangan dan energi, pendidikan, kesehatan dan 

kesejahteraan sosial sebagai bahan analisis kebijakan; 

memberikan informasi kebijakan teknis pelayanan perizinan dan investasi di bidang 

pariwisata, kebudayaan, kebinamargaan, tenaga kerja, pengairan, pertambangan 

dlll energi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan 

pemahaman tentang bidang tugasnya; 

i melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan instansi 

pemerintah lainnya dan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik 

secara formal maupun informal guna t, rcapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

k. membina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan atau Gamat 

dalam rnelaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya; 

L melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan I sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 

guna tercapainya tujuan organisasi. 

Baglan Keempat 

Seksl Pelayanan II 

Pasal10 

~ Seksi Pelayanan II mempunyai tugas pokok mengelola pelayanan permohonan 

~ dan investasi kepada para pemohon izin dan calorl investor di bidang pertanian 

'-man pangan, peternakan, perikanan, pertanahan, perindustrian, perdagangan, 

~ dan usaha kecil menengah (UKM), perhubungan, kehutanan, peri(ebunan dan 

~n dalam rangka kemudahan pelayanan perizinan. 
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P .. 111 

(i'" T ugas Kepala Seksi Pelayanan II l8bagai benkut 

inembuat konsep kebijakan tekni1 pet igek>iaan penzanan dan inveatasi dlbtdang 
J 

pertanian tanaman pangan, petemakan. penkanan, pe,18nahan, perindulCrian, 

perdlgang&n. koperui dan UKM. pemubungan, kehutanln, ~ dart 

~ryaan dalam penetapan kebijakan teknil; 

,nembuat rencana. program kerja dan jadwal kegiatan Sekai Pe&ayanan " lebagai 

pedofnln pelaksanaan tugaa; 

,,_.bl~ dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran petakunun 

tugal, 

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan investaai dibidang penanian tanaman 

pangan. petemakan, perikanan, pertanahan, perindustrian, perdagangan, kopefasi 

din UKM. perhubungan, kehutanan, perkebunan dan keciptakaryaan guna 

optimalisasi pelayanan perizinan den investasi; 

e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 

membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

g. meneliti kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis pemberian lzin yang 

membutuhkan rekomendasi dari unit kerja lainnya untuk mengetahui keses1 iaian 

c:Jengan persyaratan yang ber1aku guna tercapainya efektivitas dan efisienSi 

pelayanan perizinan; 

h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

pelayanan perizinan dan investasi dibidang pertanian tanaman pangan, petemakan, 

perikanan, pertanahan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, 

perhubungan, kehutanan, perkebunan dan keciptakaryaan sebagai bahan analisis 

kebijakan; 

1. memberikan informasi kebijakan teknis pelayanan perizinan dan investasi di bidang 

pertanian tanaman pangan, petemakan, perikanan, pertanahan, perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan UKM, perhubungan, kehutanan, perkebunan dan 

keciptakaryaan guna meningkatkan pemahaman tentang bidang tugasnya; 

J. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan instansi 

P8merintah lainnya dan lembaga masyarakat dan atau masyarakat tericait baik 

secara formal maupun informal guna t~rcapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

k. membina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan atau camat 
dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya; 

melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan II sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

rn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 

Quna tercapainya tujuan organisasi. 
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Bagian Kelima 

Seksi lnvestasi 

P~l12 .~a Seksi lnvestasi mempunyai tugas pokok mendorong pemanfaatan potensi 

4
088'3h bagi pertumbuhan investasi. 

Paa113 

uraiS" Tugas Kepala Seksi lnvestasi seba~i berikut : 

n,embuat konsep kebijakan teknis perlQ8lolaan investasi dalam penetapan kebijakan 
J. 

teknis; 

,. ,nembuat rancana, program kerja d~n jadwal kegiatan seksi lnvestasi sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

~ menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas 

1. menyetenggarakan pelayanan investasi guns optimalisasi pelayanan perizinan dan 

investasi; 

1. memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada calon investor dan 

investor dalam pengurusan perizinan yang berkaitan dengan usahanya guna 

optimalisasi pelayanan; 

melaksanakan promosi potensi/peluang investasi Daerah dan kebijakan/regulasi 

investasi Oaerah guna menarik investor baik secara mandiri maupun kerjasama 

dengan pihak ke tiga ke Daerah; 

1. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi 

1. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

investasi sebagai bahan analisis kebijakan; 

menyusun bahan rekomendasi permohonan investasi dengan fasilitas dan atau 

insentif penanaman modal sebagai bahan pertimbangan Bupati; 

t memantau perkembangan dan melakukan pengawasan proses realisasi investasi 

yang izin usahanya mendapat fasilitas penanaman modal dan atau insentif Daerah 

guna optimalisasi pelayanan; 

memberikan informasi kebijakan teknis pelayanan investasi serta kebijakan dan 

regulasi investasi nasional guns menin~katkan pemahaman tentang bidang tugasnya; 

Ill. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan instansi 

P8merintah lainnya dan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik 

secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas. 

n. membina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan atau Camat dalam 

'"8laksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya; 
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~n kegiatan Seksi lnvestasi sebagai pertanggoog,awat,an keg.atan; 

~nakan tugas lain yang diberikan oleh ataun ..,.. del1gar1 bedang tugaSnYB 

· ~ tercapainya tujuan organilaal: 

I 

t,ef1tetjas&ma dengan pihak ketiga dalam rangka P'omoll potene, wiaylh. 

,rie19ksanakan koordinaai dalam unit kefJI, .,,._ UM ket)a ~ ,_.nli 

pemenntah lalnnya dan lembaga mnyeraat dMl ,tau mety•-.. -.. baik 

~ formal rnaupun informal guna l8f'C8Pllnyl lftronus. ~ lugaa. 

,,,..mbinl, membimbing dan menglWali _,. funglaonal UPT din llau Camat dall,n 

m@llksanaklln tugu yang dlllmpahkan dallm Wngkup tugatnya, 

~ kegialan Sekl4 lrwes1ali Mbegai pertangg~ kegiatan, 

~nakan tugas lain yang diberikan oleh ataun Nluai dengan bidang tuganya 

tercaPBinya tujuan organisasl. 

Baglln KNnam 

UPT 
Paal14 

·- pokok. uraian tugas dan tata kerja UPT diatur kemudian dengan Peratlnn Bupati. 

Bagian Ketujuh 

Kelompok J~batan Fungsional 

P,saI15 

Kelompok Jabatan Fungsional merrpunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 

menunjang pelaksanaan tugas Di,_ sesuai dengan keahlian bidang masing­

rnasilg berdasar1<an ketentuan yang ber1aku; 

2) Jll'lllah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; 

~) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang ber1aku. 

BABIV 
TATAKERJA 

Pasal 16 

1~ KPPI dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 

~~-

Pasal 17 

➔ Sub Bagian dan Seksi masing-masing d!pimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala 

1 Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPPI · 
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Pasal 18 

~dfl"p<it. Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub ketompok yang masing­

~ng dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya 

~ ditunjuk oleh Kepala KPPI. 

Paal19 

psl8m melaksanakan tugasnya, Kepala KPPI, Kepala Sub Bagian Tata Uaaha, para 

~t,pala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinaip koordinasi, 

~i, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horilontal, baik dalam 

11n9kungan masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas 

pakoknya. 

Paul20 

(i) SetiaP pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta rnenyampaikan laporan 

ber1<ala tepat pads waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(4) Oalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan 

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan 

organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal21 

Para Kepala Seksi, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pads Kantor 

menyampaikan laporan kepada Kepala KPPI dan berdasarkan laporan tersebut Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala KPPI. 

11 



BABV 
KETENTUAN LAIN-UIN 

P ... 122 

11 
~inclan tugas jabatan atruktural dan uraian tugn ,abatan funglional umum 

1 

dttetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala KPPI berdau,qn form8II flbatan 

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupatl. 

,1 pembentukan Sut>.aub Kelompok Jabatan Fungs,onal ditet.apkan lebih lanjut deng8l1 
I' 

peraturan Kepala KPPI befdaaarun jumlah, aifat, jenil dan beban kerja. 

BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pnal23 

~ yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 

_.rur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala KPPI. 

P,sa124 

'Pef'Bturan ini mulai bertaku pads tanggal diundangkan. 

1~ setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

~81Jpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

◄ Diundan9kan di Purwokerto 
Pada Tanggal ... ~ ... ~~ • -~ · · · 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
------.,,AN YUMAS 

Disahkan di Purwokerto 

pada tanggal 2 1 OE c ,uu4 
.,-~p A~ 

I/ ,~ ' 
,,.I.Ji MAS 

,I I 

'/ * \ 
I • -

\ ◊ -MIii!~ IONO 
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